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SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029, perlu disusun Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka
Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
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Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun
2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 53);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024
Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 143;

25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025
Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 146);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor
104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
100);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 102);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguan Industri
Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
104);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024-2043 (Lembaran
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Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 124);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 128);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 130);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya
disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah
Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi
Papua Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK Teluk
Bintuni dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 2025-2029.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran
operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:
a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat
Daerah;
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b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah
kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam
rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan

c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4
(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I berisi pendahuluan;
b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis
Perangkat Daerah;
c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V berisi penutup.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk

Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd
YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 24 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
ttd
[.B. PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. Genrge Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TELUK BUNTUNI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

I)'r.. (}en;g.e Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd

YOHANIS MANIBUY
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